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Cégah Kekerasan Seksual

Kemenag Mesti Adil

SENAY AN menvoroti Pera-
turan MMenteri Acama (PMA)
™Momor 73 Tahun 2022 tentang
Pencegahan dan Penanganan
Kekerasan Scksual di Satuan
Pendidikan Pada K ementerian
Aagama (Kemenagz) Belaid imi
perlu dievaluasi dan diper-
bailkci.

Aangegota K omaisi WIHT Hida-
wat Wur Wahid menilai, peratur-
an ini tidak memasukkan nilai
apama dalam konsideran dan
pencesahan kekerasan seksual
dalam beberapa poinnya. “Sa-
tuan pendidikan agama jugza
diskriminatif dan tidak adil
karena hanva menyvebut jenis
pendidikan A gama Islam (Mhlad -
razah dan Pesantremn):™ uwjarnya,
kemarin.

Padahal, kata Hidawvat., Ke-
menag juga membawvwahi berb-
agai jenis lembasa pendidikan
dar: semmuaa agamma yvane dialow
di Indonesia. Kemenag tidak
bBoleh diskrimminatif dengan
hanva menvebutkan satuan
pendidikan Islam seperti MWMiad -
rasah dan Pesantren. Sebutkan
Juga sartuan pendidikan ke-
apmamaan lainnya.

“*Para murid dari berbagai
sekolah keagamaan di luar
Islaom juga berhak mendapartc-
kan kecadilan dan kesetaraan
perlalcunan dan perlindungan
Megara dari kekerasan dan ke-
Jahatan scksual.™ ucap politikus
senior PES ini.

Tindak Pidana Kekerasan Sck-
sual. Hal itu jelas terlithat sejak
Pasal 1 mengenail definisi.

Definisi dalam PRA vans
menjabarkan berbagal bentulk
kekerasan sesksual tidak sesuai
dengan LU momor 12 tahumn
2022 yvang membatasi pada as-
pek uns=ur tindak pidarna. LU
Momor 12 tahun 2022 menve-
pakati bahwa wang menjadi
folkus adalah rindak pidana ke-
kerasan seksual. bukan kepada
bentuk daripada kekerasan
sek=sual tersebut,.”™ kata dia.

Hal itu mrenvebablkan PMhA
Momor 73 tahun 2022 terkesan
kebablasan dalam mend efinisi-
kan bentuk-bentuk kekerasan
scksual, tanpa memiliki dasar
hukurm maupun sandaran teo-
ritis vang jelas. ““PhM.A Nomor
T3 tahwun 2022 scharusnya
Juga mengeounakan pendelka-
an vane sama. bukan justrua
cksplorasi sendiri tanpa ada
dasar argurmennya, " kritdknya.

Hidawvat menjelaskan, dam-
pak dari perbedaan pendekatan
tersebut adalah PMhAA Nomor
T3 tamhun 2022 mermmuang kin kan
mekanisme penyelesaian inter-
nal terhadap kasus kekerasan
seksual. Yakni,. melalui proses
klariffikasi antara peclapor, terla-
por. korban, dan para saks=si.
Terlapor bisa dikenai tindalcan
berupa pembebasan sementara
dari migasnyva dan dari lavanan
paendidikan.



http://kliping.dpr.go.id

KLIPING PERPUSTAKAAN DPR-RI

Diketahui, PMA Nomor 73
Tahun 2022 tentang Pencegahan
dan Penanganan Kekerasan
Seksual di Satuan Pendidikan
Pada Kementerian Agama berisi
20 pasal. Beleid ini mengatur
definisi, bentuk, hingga peninda-
kan kekerasan seksual di lingk-
up pendidikan keagamaan. PMA
ini menjadikan Undang-Undang
Nomor 12 Tahun 2022 ten-
tang Tindak Pidana Kekerasan
Seksual sebagai salah satudasar
hukumnya.

Hidavat menilai, ada per-
bedaan pendekatan vang fun-
damental antara PMA 73 tahub
2022 dengan Undang-Undang
Nomor |2 tahun 2022 entang

Hal ini rawan menjadi ben-
tuk kriminalisasi di lingkun-
gan pendidikan keagamaan.
Seharusnya dibuat mekanisme
penindakan yang lebih
berkeadilan baik bagi pelapor
maupun terlapor, sampai ada-
nya putusan pengadilan yang
berkekuatan hukum tetap.

Selain itu, satuan pendidikan
Juga rawan terkena kriminali-
sasi. Di Pasal 19 disebutkan
bahwa satuan pendidikan yang
tidak melakukan upaya pen-
cegahan dan penanganan keke-
rasan seksual bisa dikenakan
sanksi administratif hingga
pencabutan tanda daflar Satuan
Pendidikan. mTIF
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